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ABSTRAK
[bookmark: _Hlk221627013][bookmark: _Hlk220956822][bookmark: _Hlk221190171]Peningkatan jumlah penduduk di Kota Padang tidak diiringi dengan ketersediaan lahan dan perbaikan ekonomi sehingga menyebabkan banyaknya muncul pemukiman yang tidak layak atau yang dikenal dengan istilah permukiman kumuh. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1). Bagaimana Bentuk- bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang, 2). Bagaimana Kendala-Kendala Yang dihadapi untuk melaksanakan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Padang, dan 3). Bagaimana Upaya-Upaya untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalukan penelitian dengan pihak dinas baik dari dinas permukiman dan dinas Komnas HAM, Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Bentuk- bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang, diantaranya adalah sebagai berikut:a). Melakukan Pengkajian b).Melakukan Penelitian c).Menyelenggarkan Penyuluhan d).Melakukan Mediasi. 2). Kendala-Kendala Yang Dihadapi Untuk melaksanakan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Padang. diantaranya adalah sebagai berikut: a).keterbatasan kewenangan Komnas HAM yang bersifat non-eksekutorial, b). Regulasi dan Kebijakan c). Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya. 3). Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang diantaranya adalah sebagai berikut: a). Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik, b). Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan, dan c). Peningkatan Alokasi Anggaran dan Diversifikasi Sumber Pembiayaan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kota merupakan pusat kreativitas, budaya dan perjuangan keras manusia. Kota, selain merefleksikan vitalitas dan berbagai peluang umat manusia, juga melambangkan kemajuan sosial dan ekonomi. Di kota, jutaan orang, bahkan milyaran orang, menikmati berbagai fasilitas umum, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, rekreasi, pekerjaan, pendidikan, dan berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi. Kota juga merupakan tempat pemusatan atau cabang kekuatan politik dan ekonomi serta menjadi motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pola-pola sosial ekonomi yang berkembang telah mengakibatkann terjadinya eksodus penduduk pedesaan secara besar-besaran, peningkatan penduduk sepertinya terpusat di wilayah perkotaan. Menurut perkiraan, lebih dari setengah umat manusia akan tinggal di wilayah perkotaan pada akhir abad, dan enam puluh persen pada tahun 2020[footnoteRef:1] . Meskipun terdapat peluang ekonomi dan sosial di kota dan daya tarik yang secara nyata mendasari gejala demografi, masalah dan tantangan yang ada dalam komunitas perkotaan sudah terbukti dengan sendirinya. Keuntungan yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi memerlukan biaya besar, tetapi tidak dapat dinikmati. Kota memang merupakan sebuah tekateki. Kota merupakan mikrokosmis masalah, disamping peluang, dari umat manusia ketika [1:  World Resources Institute, “ A Guide to the Global Environment: The Urban Environment.” Dalam buku Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Terhadap Masyarakat Berwawasan Ekologi, penerjemah Rasti Suryandani. 2003. hlm.1] 

1
	
komunitas perkotaan tumbuh menjadi lebih besar dan padat hingga tidak bisa dikendalikan lagi. Interaksi umat manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia terletak pada kualitas kehidupan bagi jutaan-mungkin juga milyaran orang diseluruh dunia, dan pengalaman pun menjadi tercampur-baur. Berbagai akibat lingkungan yang merugikan yang menjadi sifat dari pusat-pusat perkotaan sudah banyak diketahui dan memang benar adanya. Masalah-masalah tersebut memberikan tantangan besar dengan akibat yang langsung dan mendasar bagi eksistensi umat manusia. Kota merupakan beban bagi sumber-sumber alam dan mengotori udara dan air, menimbulkan polusi lingkungan, baik ditingkat daerah, kota, nasional, maupun global. 
Pembangunan perkotaan secara nyata merusak lingkungan alam dan wilayah-wilayah disekitarnya. Penduduk perkotaan memberikan tuntutan besar bahkan kadang-kadang tak terpenuhi atas persediaan air bersih, sistem pembuangan kotoran, pengaturan sampah, perumahan, dan transportasi yang aman dan pantas. Diseluruh Negara berkembang, diperkirakan sedikitnya 220 juta penduduk kota tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih; lebih dari 420 juta orang tidak memiliki akses ke WC umum; satu dua pertiga sampah padat yang dihasilkan tidak terkumpul; dan lebih dari 1,1, milyar orang tinggal di wilayah perkotaan dengan polusi udara yang melebihi ambang keamanan.[footnoteRef:2] [2: Ibid.Hal.2
] 

Perkembangan suatu kota tidak terlepas dari jumlah penduduk yang selalu meningkat pada tiap tahunnya. Jumlah penduduk yang terus meningkat ini tentu menimbulkan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal, sarana dan prasarana yang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang terus meningkat adalah sulitnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Terbatasnya kemampuan untuk membangun tempat tinggal yang layak dan semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat mengakibatkan munculnya permukiman kumuh. Daerah kumuh di kota-kota, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, pada umumnya terjadi karena masih rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat disamping sebab-sebab lain. 
Disamping itu, daerah kumuh juga terjadi karena pesatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota, dan karena mahalnya harga tanah sehingga masyarakat ini terpaksa harus hidup berdesakan dan berdempetan. Karena keterbatasan penghasilan, kemampuan mereka untuk meningkatkan mutu dan ketertiban lingkungan pun menjadi sangat kurang.[footnoteRef:3] Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya.  [3:  Yudohusodo, S dkk. 1991. “ Rumah Untuk Seluruh Rakyat”. Jakarta: INKOPPOL.
hlm 30
] 

Disamping sebagai salah satu kebutuhan dasar (basic need) manusia, “papan” juga berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kwalitas generasi yang akan datang yang berjati diri. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan pemukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif bagi setiap orang/keluarga, telah ditetapkan menjadi visi penyelengaraan perumahan dan pemukiman di Indonesia sampai dengan Tahun 2020[footnoteRef:4].  [4:  Syarifuddin. 2005. “Kondisi Fisik Permukiman Penduduk Di Pesisir Pantai Teluk
Palu”. Jurnal SMARTek Vol. 3 No. 3, Agustus 2005. Hal. 14] 

Maraknya fenonema urbanisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir menjadikan kota sebagai salah satu pusat kepadatan penduduk. Hal ini juga diikuti dengan lonjakan penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2020) pada September 2020 penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 270,20 juta jiwa atau meningkat sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010 atau dapat diperkirakan rata-rata meningkat sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahunnya[footnoteRef:5] . Selain itu menurut BPS (2020) pada tahun 2025 diprediksi jumlah penduduk di perkotaan 60% dari total penduduk yang ada di Indonesia[footnoteRef:6]. Tingginya lonjakan jumlah penduduk diperkotaan dikarenakan daya tarik perkotaan seperti mencari kehidupan yang jauh lebih layak dan perbaikan ekonomi.  [5: BPS,“Hasil Sensus Penduduk 2020” (2020), https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk 2020 di akses 27 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB]  [6: Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Di Perkotaan 2025” (2020), https://www.bps.go.id/  Proyeksi Penduduk Perkotaan 2025. di akses 27 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB] 

Peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak diiringi dengan ketersediaan lahan dan perbaikan ekonomi sehingga menyebabkan banyaknya muncul pemukiman yang tidak layak atau yang dikenal dengan istilah permukiman kumuh terutama di daerah perkotaan yang menyebabkan kota yang semakin lama semakin memburuk. terjadinya penurunan kualitas lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya di daerah perkotaan disebabkan karena pemukiman tersebut dihuni oleh pendapatan ekonomi kebawah, kepadatan penduduk serta minimnya sarana dan prasarana pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah perkotaan akan selalu diikuti  dengan pertumbuhan permukiman kumuh[footnoteRef:7]. Sehingga dapat dikatakan bahwa memburuknya perkotaan terutama dalam hal tata ruang didominasi oleh tingginya kawasan permukiman kumuh yang semakin bertambah. [7:  Mita Parasti and Baiq Harly Widayanti, 2020 “Analisis Penanganan Kawasan Kumuh Di Kabupaten Lombok Utara,” Inovasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Menunjang Era Industri 4.0 421–428 hlm 421.] 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara permukiman kumuh dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang berada di daerah yang bersifat sementara yang mengalami kesulitan akses air bersih dalam jumlah yang cukup, kesulitan dalam mengakses sanitasi yang layak serta rawan penggusuran[footnoteRef:8].  [8:  Erga Pradika and Sunarti Sunarti, 2014 “Pengaruh Pembangunan Rusunawa Kyai Mojo Sebagai Alternatif Penanganan Permukiman Kumuh Pesisir Di Kelurahan Jobokuto Kabupaten Jepara,” Jurnal Tekno Global 3, no. 1 43–55 hlm 46.] 

Meningkatnya jumlah permukiman kumuh diperkotaan disebabkan gelombang urbanisasi yang dipacu karena pembangunan sarana dan prasarana kota menjadi daya tarik bagi warga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, akibat hal tersebut menjadikan perkembangan kota seperti tanpa arah[footnoteRef:9]. Selain faktor urbanisasi beberapa akar permasalahan munculnya kawasan permukiman kumuh yaitu adanya daerah marjinal perkotaan yang dibiarkan berkembang, pengendalian kota yang lemah, belum adanya sosialisasi mengenai kebutuhan dan persediaan rumah yang lengkap dan partisipatif[footnoteRef:10]. Suatu pemukiman dapat dikatakan kumuh apabila memenuhi beberapa aspek, yaitu: [9:  Eka Dahlan Uar, 2016“Strategi Dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Padang,”Fikratuna 8 127–144. hlm 128.]  [10:  Donny Wahyu Wijaya, 2016 “Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan,” Jiap Fia Ub 2, no. 1 1–10. hlm 22.] 

1. Karakter fisik, yang dapat dilihat dari sarana dan prasana seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan listrik. 
2. Karakter sosial, yang dapat dilihat dari pendapatan penduduk yang rendah karena memiliki pekerjaan di sektor informal yang rendah. 
3. Karakter tanah, yang dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan diatas tanah ilegal seperti membangun rumah di atas tanah pemerintah atau pihak swasta yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan adanya kawasan kumuh yaitu : 
a). Faktor ekonomi seperti pendapatan yang rendah, kemiskinan dan krisis ekonomi. 
b). Faktor bencana, seperti gempa, banjir, gunung meletus dan bencana lainnya dapat memicu meluasnya kawasan kumuh[footnoteRef:11].  [11:  Jawas Dwijo Putro, 2011 “Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya,”Jurnal Teknik Sipil 11, no. 1 hlm 22-23.] 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT//M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyebutkan bahwa kriteria suatu perumahan dan permukiman kumuh ditinjau dari 7 aspek yaitu : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.Berikut penjelasan masing-masing aspek kriteria kawasan kumuh.  
a. Bangunan gedung, kriteria kekumuhan pada bangunan gedung dijelaskan pada Pasal 19 yaitu ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
b. Jalan lingkungan, dijelaskan pada Pasal 21 bahwa kriteria kekumuhan pada aspek jalan lingkungan dinilai dari jaringan jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk.
c. Penyediaan air minum, dijelaskan pada Pasal 22 kriteria kekumuhan dari aspek air minum yaitu akses air minum yang tidak tersedia dan kebutuhan air minum minmal setiap individu tidak terpenuhi.
d. Drainase lingkungan, kriteria kekumuhan pada aspek drainase dijelaskan pada Pasal 23 yaitu drainase lingkungan tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan air hujan sehingga menyebabkan munculnya genangan, serta kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk. 
e. Pengelolaan air limbah, dijelaskan pada Pasal 24 kriteria kekumuhan pada aspek air limbah yaitu sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi aspek persyaratan teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. 
f. Pengelolaan persampahan, kriteria kekumuhan pada aspek persampahan dijelaskan pada Pasal 25 yaitu prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
g. Proteksi kebakaran, dijelaskan pada Pasal 26 kriteria kekumuhan pada aspek proteksi kebakaran yaitu prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
Maraknya muncul permukiman kumuh di perkotaan mengharuskan pemerintah melakukan berbagai strategi agar pemukiman kumuh yang ada semakin berkurang sehingga dapat mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni. Penanganan kawasan permukiman kumuh juga sesuai dengan tujuan dari Suistanable Deveploment Goals pada poin ke 11 yaitu membentuk kota dan komunitas inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, sehingga diperlukan kontribusi pemerintah untuk menyediakan akses perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat serta selaras dengan isu strategis saat ini mengenai New Urban Agenda dengan mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melakukan berbagai macam program untuk menurunkan jumlah kawasan kumuh yang ada saat ini.   
Penanganan kawasan kumuh di Indonesia juga telah diamanatkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024 mengenai peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh yang diterjem yang diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementrian PUPR tahun 2020-2024 yaitu :
a) adanya pemenuhan akses 90% air minum layak
b) adanya pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak.
c) adanya penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh. 
Strategi merupakan sebuah seni dalam menggunakan keterampilan dan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan di dalam kondisi yang memberikan keuntungan. strategi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat inkremental dalam artian meningkat secara berkelanjutan dan menggunakan cara pandang apa yang diinginkan oleh para konsumen[footnoteRef:12]. [12:  Usman Usman, Lukman Hakim, and Ihyani Malik, 2012 “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bantaeng,”Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 191–200 hlm 193.] 

	Luasnya kawasan permukiman kumuh di Sumatera Barat membuat pemerintah menyiapkan strategi yang tepat agar permukiman kumuh di Sumatera Barat dapat berkurang dan mencapai target. Sebagai sebuah pemerintah provinsi dengan cakupan 19 kabupaten/kota, proses penanganan kawasan permukiman kumuh diberikan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota salah satunya yaitu Kota Padang. Kota Padang merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya menjadikan Kota Padang sebagai salah satu tujuan urbanisasi di Sumatera Barat yang akhirnya berpengaruh terhadap tata ruang wilayah perkotaan yang semakin buruk akibat kawasan permukiman kumuh. Kondisi permukiman kumuh dan squatter area yang diteliti terdapat di 5 Kecamatan (7 kelurahan) di Kota Padang. Untuk lebih jelasnya masalah Lingkungan Perumahan  dan Permukiman Kumuh Di Kota Padang dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1.1
Lokasi Lingkungan Perumahan
dan Permukiman Kumuh Di Kota Padang
	No
	Lokasi
	Luas
	Keterangan

	1.
	Kawasan Bandar Buat
	15,94 Ha
	Kecamatan Lubuk Kilangan

	2.
	Kawasan Padang Sarai
	29,42Ha
	Kecamatan Koto Tangah

	3.
	Kawasan Batipuah Panjang
	33,30 Ha
	Kecamatan Koto Tangah

	4.
	Kawasan Lubuk Buaya
	43,18 Ha
	Kecamatan Koto Tangah

	5.
	Kawasan Bungo Pasang
	39,20 Ha
	Kecamatan Koto Tangah

	6.
	Kawasan Koto Panjang Ikur Koto
	53,80 Ha
	Kecamatan Koto Tangah

	7.
	Kawasan Dadok Tunggul Hitam
	65,80 Ha
	Kecamatan Koto Tangah

	8.
	Kawasan Gunung Sariak
	33,58 Ha
	Kecamatan Kuranji

	9. 
	Kawasan Pasar Ambacang
	19,35 Ha
	Kecamatan Kuranji

	10.
	Kawasan Kalumbuak
	18,81 Ha
	Kecamatan Kuranji

	11.
	Kawasan Lubuk Lintah
	21,21 Ha
	Kecamatan Kuranji

	12.
	Kawasan Ampang
	22,80 Ha
	Kecamatan Kuranji

	13.
	Kawasan Purus
	13,84 Ha
	Kecamatan Padang Barat

	14.
	Kawasan Alai Parak Kopi
	24,40 Ha
	Kecamatan Padang Utara

	15.
	Kawasan Seberang Palinggam
	7,24 Ha
	Kecamatan Padang Selatan

	16.
	Kawasan Seberang Padang
	8,39 Ha
	Kecamatan Padang Selatan

	17.
	Kawasan
Mata Air
	23,20 Ha
	Kecamatan Padang Selatan

	18.
	Kawasan Pasa Gadang
	25,98 Ha
	Kecamatan Padang Selatan

	19.
	Kawasan Batang Arau
	16,54 Ha
	Kecamatan Padang Selatan

	20.
	Kawasan Jati
	22,70 Ha
	Kecamatan Padang Timur

	21.
	Kawasan Parak Gadang Timur
	38,90 Ha
	Kecamatan Padang Timur

	22.
	Kawasan Surau Gadang
	19,80 Ha
	Kecamatan Nanggalo

	23.
	Kawasan Kurao Pagang
	23,75 Ha
	Kecamatan Nanggalo

	24.
	Kawasan Kampung Jua
	19,31 Ha
	Kecamatan Lubuk Begalung

	25.
	Kawasan Banuaran
	16,13 Ha
	Kecamatan Lubuk Begalung

	26.
	Kawasan Batuang Taba
	17,22 Ha
	Kecamatan Lubuk Begalung

	27.
	Kawasan Cupak Tangah
	26,00 Ha
	
Kecamatan Pauh

	28.
	Kawasan Kapalo Tangah
	42,15 Ha
	
Kecamatan Pauh

	29.
	Kawasan Piai Tangah
	21,61 Ha
	
Kecamatan Pauh

	30.
	Kawasan Bungus Timur
	29,71 Ha
	Kecamatan Bungus Teluk Kabung

	31.
	Kawasan Teluk Kabung Tengah
	46,62 Ha
	Kecamatan Bungus Teluk Kabung

	32.
	Kawasan Teluk Kabung Utara
	38,30 Ha
	Kecamatan Bungus Teluk Kabung













Walikota Padang Sumber: Keputusan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 mengenai   wilayah permukiman  kumuh di Kota Padang.
Keputusan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2013 mengenai wilayah permukiman  kumuh di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa masih banyak lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang terletak di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PADANG”.
[bookmark: _Toc214275144]B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Bentuk- bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang?	
2. Bagaimana Kendala-Kendala Yang dihadapi untuk melaksanakan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Padang?	
3. [bookmark: _Toc214275145]Bagaimana Upaya-Upaya untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Menganalisis Bentuk-bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang.
2. Untuk Menganalisis Kendala-Kendala Yang dihadapi Untuk Melaksanakan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Padang.
3. Untuk Menganalisis Upaya-Upaya untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang.
[bookmark: _Toc214275146]D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis, Yuridis sosiologis yang merujuk pada gagasan ide, pengetahuan dan keyakinan yang membentuk kebudayaan dan berpengaruh pada tindakan publik yang terkonsep pada pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam mayarakat. Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku soial sebagaimana dalam interaksi pada kehidupan. 
2. Sumber Data
Sumber data pada penelitian in terdiri dari data primer dan sekunder.
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh sehara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mengambil sumber data langsung dari Dinas Perumahan Rakyat  Kawasan Permukiman di Kota Padang dan Komnas HAM Perwakilan Sumbar Kota Padang.
	b.  Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang diperloeh dari buku buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, yang meliputi Meliputi buku, jurnal hukum, laporan Komnas HAM, data BPS, dan dokumen pemerintah daerah seperti laporan Dinas Tata Kota Kota Padang.[footnoteRef:13] [13: Ammiruddin Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 82.
] 

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam Pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara 
Wawancara adalah Percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur. Penulis ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur.
Dalam Penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara dengan 2 pihak, diantaranya yaitu: Pejabat Pemerintah: Ibu Karmila Antasari sebagai Pegawai Dinas Perumahan Rakyat  Kawasan Permukiman di Kota Padang dan Bapak Sultanul Arifin, S.Sos, M.H sebagai Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumbar Kota Padang.
b. Studi Dokumen 
Studi dokumen adalah metode penelitian kualitatif[footnoteRef:14] yang digunakan untuk menafsirkan dan mengekstrak makna dari materi tertulis, visual, atau fisik . Metode ini khususnya berguna untuk mempelajari catatan sejarah, kebijakan, komunikasi, dan narasi pribadi tanpa memerlukan interaksi langsung dengan partisipan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder dari arsip perundang-undangan, perpustakaan universitas, dan situs resmi pemerintah. [14: Metthew B. Miles A Mihhael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, hlm 15-16.] 

4. Analisis Data
Analisis kualitatif adalah data yang munhul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara observasi, wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman. Dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan melalui penhetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.
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